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ABSTRAKSI

Perusahaan Daerah sebagai badan usaha yang diatur oleh UU Perusahaan
Daerah, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan UU Perusahaan Daerah,
yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan milk daerah yang
dipisahkan, kecuah jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas knasa UU Perusahaan
Daerah, dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya
Peraturan Daerah tersebut. Selanjutnya, terdapat ketidakkonsistenan pada
peraturan yang mengatur tentang status kepemilikan barang yang dimiliki
Perusahaan Daerah vang berasal dari barang milik daerah yang dipisahkan dari
dafiar investarisasi barang milik daerah dan yang telah disertakan sebagai modal
Perusahaan Daerah. Kemudian, terkait dengan keberadaan Perusahaan Daerah,
maka pada dasamya tidak mudah menentukan apakah Perusahaan Daerah adalah
badan hukum public ataukah badan hukum privat, karena apakah semua
Perusahaan Daerah memenuhi criteria sebagai badan hukum public. Kemudian,
terhadap perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan
Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga, maka hal tersebut menandakan bahwa
pada saat itu Perusahaan Daerah telah memasuki lalu lintas hukum perdata, yakni
melakukan hubungan hukum keperdataan biasa, sehingga, kedudukan Perusahaan
Daerah menjadi sederajat dengan badan hukum privat ‘biasa’. Dan akibat hukum
yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka pada
asasnya hukum perdata merupakan huknm yang umum yang berlakn baik uniuk
badan hukum privat maupun juga untuk badan hukum public, kecuali apabila
ditentukan lain oleh peraturan.

Akibat adanya perjanjian kerja sama usaha, maka dapat menyebabkan
Perusahaan Daerah memiliki kreditor dan bahkan berada dalam kondisi kesulitan
membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena
seluruh atau sebagian modal yang dimiliki Perusahaan Daecrah berasal dan
kekayaan mihik daerah yang dipisahkan, maka perlu adanya ketentuan hukum
vang secara khusus mengatur tentang penyelesaian hukumnya. Berkenaan dengan
tanggung gugat Perusahaan Daerah terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan
Perusahaan Daerah, maka dapat menyebabkan adanya upaya hukum yang
dilakukan pihak ketiga yang telah dirugikan Perusahaan Daerah. Upaya tersebut
antara lain adalah penvelesaian sengketa di pengadilan yakni pengajuan
permohonan sita umum atas semua kekayaan Perusahaan Daerah melalui
pengajuan permohonan pailit. UU Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban
Pembayaran Utang tidak mengatur dalam hal debitor adalah Perusahaan Daerah.
Namun apabila Perusahaan Daerah terbukti telah memenuhi syarat-syarat unfuk
dimohonkan pailit, maka Perusahaan Daerah selaku debitor dapat dimohonkan
pailit. Padahal keberadaan Perusahaan Daerah sangat penting bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakatnya, mengingat Perusahaan Daerah didirikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka melayani kepentingan umum.
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